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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah proses PKPA di Apotek Alba Medika yang dilaksanakan 

pada tanggal 23 September-26 Oktober 2024 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Selama proses PKPA di Apotek Alba Medika dapat membantu calon 

Apoteker untuk mengetahui peran, tugas, fungsi serta tanggung 

jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. 

2. Selama proses PKPA di Apotek Alba Medika dapat membantu calon 

Apoteker untuk menambah wawasan dan pengalaman untuk 

melaksanakan pekerjaan pelayanan kefarmasian di apotek secara 

profesional sesuai standar dan kode etik kefarmasian.  

3. Selama proses PKPA di Apotek Alba Medika dapat membantu calon 

Apoteker untuk mengetahui strategi dan kegiatan kefarmasian untuk 

pengembangan praktik kefarmasian komunitas 

4. Selama proses PKPA di Apotek Alba Medika membantu calon 

apoteker untuk lebih peka terhadap berbagai kasus yang terjadi di 

apotek serta meningkatkan kesadaran mereka tentang peraturan 

hukum yang berkaitan dengan kesehatan, terutama yang berlaku di 

lingkungan apotek. 

5.2 Saran 

Berikut adalah beberapa saran setelah melaksanakan PKPA di Alba 

Medika: 

1. Calon apoteker disarankan untuk mempersiapkan diri secara 

matang sebelum memulai PKPA. 
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2. Calon apoteker diharapkan dapat memperdalam pengetahuan 

terkait penggunaan obat, efek samping, serta mekanisme kerja 

obat. 

3. Calon apoteker sebaiknya mempersiapkan diri dengan optimal 

untuk memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 

serta layanan swamedikasi yang efektif kepada pasien, dengan 

menyampaikan informasi yang jelas, akurat, sesuai literatur, dan 

mudah dipahami oleh pasien. 
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